
I SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 27 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2021 
TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional 
atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Tahun 202 1, perlu dilakukan penyempurnaan materi 
dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 202 1 tentang 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 
tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Tahun 2021; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3); 

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Nomor 29); 

6. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2021 Nomor 71008); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGENAAN PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 
tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71008) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pengenaan PBB-P2 Tahun 2021 terhadap objek pajak berupa 
rumah yang telah mendapatkan pengenaan PBB-P2 
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak 
Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019, tetap 
menggunakan ketetapan PBB-P2 Tahun 2018. 

(2) Kecuali terdapat berkurangnya luas Bumi dan/ atau Bangunan, 
maka penggunaan ketetapan PBB-P2 Tahun 2018 tidak dapat 
diberlakukan. 

(3)  Terhadap berkurangnya luas Bumi dan/ atau Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penghitungan 
pengenaan PBB-P2 Tahun 2021 menggunakan Nilai Jual Objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 
2018. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2021 NOMOR 71012 

Salinaruesuai dengan aslinya 
KEPALA 	 SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINS E-RAThk' US IBUKOTA JAKARTA, 
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